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ABSTRAK 
 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang status (kedudukan) 
anak angkat tersebut sebagai ahli waris orang tua angkatnya. Namun menurut 
Hukum Islam, Anak Angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan 
sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam hukum kewarisan Islam adalah 
adanya hubungan darah / nasab / keturunan. Adapun permasalahan yang dibahas 
dalam kajian ini adalah bagaimana prosedur pengangkatan anak (Adopsi) dan 
pembagian harta warisnya serta  Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap 
pengangkatan anak (Adopsi) dan pembagian harta warisnya tersebut. Jenis 
Penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis (Sosiological Jurisprudence), yakni 
peneliti mengkaji mengenahi Implementasi hukum atau bekerjanya hukum dalam 
kehidupan masyarakat  dan dengan menggunakan metode perundang-undangan 
(Statute Approach), yakni dengan mengkompilasi Hukum Islam pasal 209, 
terhadap anak angkat dan orang tua angkat yang tidak meneriwa wasiat, dapat 
diberikan Wasiat Wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta orang tua 
angkatnya.3 Menurut Hukum Islam, anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa 
dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokoknya adalah adanya 
hubungan darah / nasab / keturunan.4 Dengan kata lain bahwa peristiwa 
pengangkatan anak menurut hukum kewarisan Islam, tidak membawa pengaruh 
hukum terhadap status anak angkat, yakni bila bukan merupakan anak sendiri, 
tidak dapat mewarisi dari orang yang mengangkat anak tersebut. Maka sebagai 
solusinya menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) berdasar pada ketentuan 
Hukum Islam, yakni  memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan 
orang tua kandung. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang 
tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya. Orang 
tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinan terhadap 
anak angkatnya. 

 

Kata Kunci :  Hukum Islam, Adopsi dan Pembagian Harta Waris. 
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PENDAHULUAN 
 

Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan 
manusia sebagai mahluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat 
terkecil, yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak. Dalam kenyataan 
tidak selalu unsur ketiga ini terpenuhi, sehingga kadang-kadang terdapat 
suatu keluarga yang tidak mempunyai anak. 

Dengan demikian dilihat dari eksistensi keluarga sebagai kelompok 
kehidupan masyarakat, menyebabkan tidak kurangnya mereka yang 
menginginkan anak, karena alasan emosioanal, sehingga terjadilah 
perpindahan anak dari satu kelompok keluarga yang lain.5 

Secara realitas, banyak dari pasangan suami isteri yang ternyata belum 
berhasil mendapatkan keturunan meskipun hanya dengan seorang anak. 
Hal ini bisa saja terjadi baik ditinjau dari sudut medis maupun agama. 
Padahal secara rasional dan hitungan sistematis, pasangan tersebut 
sebenarnya akan mampu membiayai anak-anak mereka, terutama bila 
dilihat dari kondisi ekonomi, kelayakan pengetahuan untuk memberikan 
pendidikan dan kesempatan mereka untuk mengasuh, mendidik dan 
membesarkan anak-anak mereka. Secara lahiriyah, mereka memang telah 
siap untuk menerima kelahiran anak tersebut, kendatipun yang ditunggu 
belum juga tiba. Sebaliknya, disisi lain ada pula pasangan suami istri yang 
merasa kurang siap untuk memperoleh keturunan disebabkan beberapa 
faktor tertentu seperti lemahnya kondisi ekonomi atau ketidaksiapan mental 
untuk mengasuh dan mendidik anak, namun mereka tidak dapat 
menghindar, karena kelahiran anak ternyata telah menjadi kenyataan. 
Dalam hal ini, kehadiran anak seperti pada konsep awalnya untuk 
membawa nikmat dalam rumah tangga tidak dapat tercapai, justru 
sebaliknya, kehadiran seorang hanya membawa kesulitan dan beban dalam 
rumah tangga. 

Bila permasalahan orang pertama yang belum mempunyai keturunan 
dikompromikan dengan permasalahan orang kedua yang sudah 
mempunyai keturunan seperti digambarkan diatas maka akan dapat saling 
melengkapi. Hal ini bisa ditempuh dengan cara melakukan adopsi, yakni 
orang tua kandung merelakan penyerahan anaknya kepada pasangan yang 
belum mempunyai keturunan untuk dijadikan anak angkat bagi mereka. 
Dengan demikian terjadi peralihan tanggung jawab dari mereka yang 
kurang mampu kepada mereka yang lebih mampu untuk mendidik dan 
membesarkan anak tersebut. Jika adopsi dilaksanakan, maka dampak yang 
timbul dari perbuatan tersebut tidak sesederhana yang dibayangkan, tetapi 

                                                 
5 Muderis Zaini, Adopsi Suatu Tinjauan Dari 3 Sistem Hukum, ( Jakarta: Sinar Grafika, 

1995),  8.  
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akan berakibat terhadap munculnya sederatan ketentuan hukum baru, 
diantaranya permasalahan status anak angkat dalam pewarisan. Masalah 
pengangkatan anak atau yang lebih kerap disebut dengan adopsi bukanlah 
masalah baru, sejak zaman jahiliyah, istilah pengangkatan anak telah 
dilakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda sejalan dengan 
sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup dan berkembang pada 
masyarakat yang bersangkutan. Tentu saja, pengangkatan anak tersebut 
dikategorikan sebagai perbuatan hukum, sehingga antara orang tua dan 
anak angkat yang diangkat akan timbul suatu hubungan hukum.  

Hal pengangkatan anak, kepentingan orang tua yang mengangkat 
anak dengan sejumlah motif yang ada dibelakangnya akan dapat terpenuhi 
dengan baik disatu pihak, sedangkan dipihak lain kepentingan anak yang 
diangkat atas masa depannya yang lebih baik harus lebih terjamin 
kepastiannya. Bahkan tidak hanya itu, kehormatan orang tua kandungnya 
sendiri dengan tujuan – tujuan tertentu dari penyerahan anaknya harus 
dipenuhi.6 

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk menyambung keturunan. 
Akan tetapi tidak seluruh perkawinan melahirkan keturunan yang kelak 
akan menerima warisan. Keinginan mempunyai anak bagi setiap pasangan 
suami – isteri merupakan suatu naluri insani. Akan tetapi keinginan 
manusia tidak seluruhnya menjadi kenyataan karena takdir Yang Maha 
Kuasa, atau mungkin karena salah satu di antara pasangan itu mempunyai 
cacat. Untuk mendapatkan anak, berbagai cara di lakukan oleh manusia di 
antara usaha yang dilakukan adalah memungut anak, yaitu menjadikan 
anak orang lain menjadi anaknya. Hal ini sudah berlangsung sejak sebelum 
maupun setelah Islam datang di Timur maupun Barat. Pengangkatan anak 
ini menimbulkan permasalahan yang kontroversial, terutama dalam Islam.7 

Menurut Hukum Islam, anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa 
dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokoknya adalah 
adanya hubungan darah / nasab / keturunan.8 Dengan kata lain bahwa 
peristiwa pengangkatan anak menurut hukum kewarisan Islam, tidak 
membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, yakni bila bukan 
merupakan anak sendiri, tidak dapat mewarisi dari orang yang mengangkat 
anak tersebut. Maka sebagai solusinya menurut KHI (Kompilasi Hukum 
Islam) pasal 209, terhadap anak angkat dan orang tua angkat yang tidak 

                                                 
6Ibid,. 19. 
7 Chuzaimah T. Yanggo, Hafiz Anshary, Problematika Hukum Islam Kontemporer, (Jakarta : 

Pustaka Firdaus, 2002), 142. 
8 Hilman Hadikusuma,  Hukum Waris Adat, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003), 78. 
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meneriwa wasiat, dapat diberikan Wasiat Wajibah sebanyak-banyaknya 
sepertiga dari harta orang tua angkatnya.9 

Permasalahan pengangkatan anak dan pembagian harta warisan 
tersebut diatas menarik bagi penulis untuk membahasnya terutama 
bagaimanatata cara pengangkatan anak dan pembagian warisnya. 
 

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ANAK ANGKAT 
 

1. Pengertian Anak Angkat 
a. Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) anak angkat ialah anak yang 

dalam hal pemeliharaan untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan 
dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada 
orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.10 

b. Menurut Muderis Zaini yang di kutip oleh Mahjuddin.11 anak angkat 
adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua 
angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat dikarenakan 
tujuan untuk kelangsungan keturunan dan pemeliharaan atas harta 
kekayaan rumah tangga. 

c. Dalam Undang – Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan 
anak, anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dan lingkungan 
kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang 
bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan 
anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya 
berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.12 

Hukum Islam tidak mengenal lembaga anak angkat atau dikenal 
dengan Adopsi dalam arti terlepasnya anak angkat dari kekerabatan 
orang tua asalnya dan beralih ke dalam kekerabatan orang tua 
angkatnya. Islam mengakui bahkan menganjurkan mengangkat anak 
orang lain dalam arti pemeliharaan. Dalam hal ini si anak tetap 
mempunyai hubungan kerabat dengan orang tua asalnya dan tetap 
berada diluar lingkaran kekerabatan orang tua yang mengangkatnya 
dalam segala akibat hukumnya. 

Hukum Islam menolak lembaga anak angkat dalam arti tersebut di 
atas berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Ahzab ayat 4 dan 5:13 

 

                                                 
9Subchan bashori, Al-Faraidh, Hukum Waris, (Jakarta: Nusantara Publisher, 2009),  115.  
10  Ekifla,  Kompilasi Hukum Islam, 54. 
11Mahjuddin, Masail Al-Fiqh ; Kasus – Kasus Aktual Dalam Hukum Islam, (Jakarta : Kalam 

Mulia), 96. 
12Undang – undang  Perlindungan Anak, (Permata Press, 2013), 4. 
13Amir Syarifuddin,  Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta, Prenada Media Grup, 2012), 185-

186.. 
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.هِكُمْ  بأِفَْىَا نكُُمْ  لىَْ  نِكُمْ  داَ ءَكُمْ  أبَْىاَ ءَكُمْ  أدَْعِياَ جَعَمَ  وَمَا  

  
“Allah tidak menjadikan anak – anak angkatmu sebagai anak kandung. 
Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dengan mulutmu saja”.14 

 

يْهِ  فىِ وكُُمْ  فإَخِْىَا ءَهُمْ  باَ ءَا ىْاتعَْهمَُ  نمَْ  فإَِ  اّللِ  عِىْذَ  ألَْسَط   هُىَ  ئهِِمْ  باَ لِ  عُىْهُمْ  ادُْ  .انذِّ  

  
“Panggillah mereka (anak – anak angkat itu) dengan (memakai) nama 
bapak – bapak mereka itulah yang lebih adil disisi Allah. Bila kamu tidak 
mengetahui bapak mereka, maka panggillah mereka saudara – saudaramu 
seagama”.15 

 
Berdasarkan ayat Al-Qur’an diatas jelas bahwa agama Islam 

melarang mengangkat anak orang lain menjadi anak kandung dalam 
segala hal dan tegas mengharamkan perbuatan itu karena: 
1. Memungut anak adalah suatu kebohongan dihadapan Allah SWT dan 

dihadapan masyarakat manusia, dan hanya merupakan kata – kata 
yang diucapkan berulang kali, tetapi tidak mungkin akan 
menimbulkan kasih sayang yang sesungguhnya sebagaimana yang 
timbul dikalangan ayah, ibu dan keluarga yang sebenarnya. 

2. Memungut anak sering dijadikan suatu cara untuk menipu dan 
menyusahkan kaum keluarga. 

3. Memungut anak  dan menetapkan statusnya sama dengan anak 
kandung kadang – kadang menjadi beban dan tugas yang berat bagi 
keluarga ayah angkatnya. Bila ayah angkatnya meninggal, maka 
keluarganya bertugas memberi nafkah kepadanya. 
 

Islam memerintahkan untuk menyantuni anak – anak terlantar 
yatim piatu, baik yang diketahui nasabnya maupun yang tidak memalui 
yayasan panti asuhan atau dititipkan kepada keluarga – keluarga Muslim 
yang dapat dipercaya untuk mengasuh dan mendidiknya. Pemungutan 
anak yang diperintahkan adalah yang memberikan penekan dalam segi 
kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan segala 
kebutuhannya, bukan memperlakukannya sebagai anak kandungnya 
sendiri. Pemungutan anak seperti ini merupakan amal baik yang bisa 
dilakukan oleh orang yang tidak dianugerahi anak oleh Allah SWT. 
Mereka melakukannya dalam suatu jenis pendekatan diri kepada Allah 
SWT dengan mendidik anak yang terbengkalai dari kecintaan 
keluarganya atau ketidakmampuan orang tuanya. Hal ini sesuai dengan 

                                                 
14Depag, Al-Quran dan Terjemahnya, (Bandung : Pondok Yatim Al-Hilal, 2010), 377. 
15Ibid,.  
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misi keadilan sosial dalam Islam, di mana syari’at Islam memberikan hak 
kepada orang – orang kaya untuk mewasiatkan sebagian dari harta 
peniggalanya kepada anak pungutnya untuk menutupi kebutuhan 
hidupnya di masa depan.16 

Nabi Muhammad SAW pernah mengangkat anak yang bernama 
Zaid, dia dibeli oleh seorang wanita namanya Khadijah, wanita saudagar 
kaya dan terhormat di mata penduduk Mekkah. Setelah Khadijah 
menjadi Isteri Muhammad SAW, maka Zaid dimerdekaan dari 
perbudakan (walaupun Zaid sendiri bukan dari budak) dan 
mengangkatnya pula sebagai anak angkat. Nabi sangat senang terhadap 
Zaid, sehingga dalam suatu kesempatan diumumkan bahwa Zaid bukan 
berstatus anak angkat, melainkan langsung sebagai anak Muhammad 
SAW. Dan sejak itu dinyatakan pula oleh Nabi Muhammad SAW bahwa 
Zaid mewarisi pula dari beliau, sehingga putuslah hubungan dengan 
ayah dan ibu aslinya. 

Sampai ke masa nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, Zaid 
masih tetap bersama Zaid Ibnu Muhammad. Atas hal tersebut, maka 
Allah SWT menurunkan ayat 4 dan 5 surah Al Ahzab (seperti telah 
dikemukakan) yang menegaskan dengan jelas, bahwa status Zaid adalah 
tetap sebagai anak ayahnya (Haritsah) dan nasabnya tetap Haritsah, 
diulangi lagi ketegasan ini pada ayat 5 supaya memanggil Zaid dengan 
Panggilan ayahnya, yakni Zaid Ibnu Haritsah. 

Jadi inti larangan berdasarkan ketentuan kedua ayat tersebut 
adalah bertitik tolak pada hal yang prinsip, yaitu berkenaan dengan 
masalah nasab. Pertama masalah Warisan dan kedua masalah 
Perkawinan. Inti tekanan larangan adalah logis, yaitu jika mengatakan 
bahwa anak angkat sebagai anak angkat sendiri, maka jelas hal ini suatu 
pengingkaran yang nyata baik terhadap Allah maupun Manusia.17 

 
2. Pengertian Pengangkatan Anak 

Ada dua pengertian tentang pengangkatan anak, yaitu : 
a. Pengertian secara etimologi 

Pengangkatan anak menurut bahasa berasal dari bahasa Inggris 
“Adoption” yang artinya pengangkatan atau pemungutan, sehingga 
sering dikatakan “Adoption of a Child”yang artinya pengangkatan atau 
pemungutan anak. Kata adopsi ini dimaksudkan oleh ahli bangsa 

                                                 
16Chuzaimah T. Yanggo, Hafiz Anshary, Problematika Hukum Islam Kontemporer,  (Jakarta 

: Pustaka Firdaus, 2002), 149-152. 
17Muderis Zaini, Adopsi Suatu Tinjauan Dari 3 Sistem Hukum, ( Jakarta: Sinar Grafika, 

1995), 69-70. 
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Arab, dengan istilah انتبىي yang artinya اتخارالابه yang dimaksudkan 
sebagai mengangkat anak, memungut atau menjadikan anak.18 

b. Pengertian secara terminology 
Pengertian pengangkatan anak secara terminology dikemukakan 

oleh para ahli, antara lain sebagai berikut : 
1) Subchan Bashori, dalam bukunya “Al-Faraidh Hukum waris”, bahwa 

anak angkat atau Laqit adalah anak yang dalam hal pemeliharaan 
untuk hidupnya sehari – hari, biaya pendidikan dan sebagainya, 
beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua 
angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.19 

2) Amir Mortosedono, dalam bukunya “Tanya Jawab Pengangkatan 
Anak dan Masalahnya”, bahwa anak angkat adalah anak yang 
diambil oleh seseorang sebagai anaknya, dipelihara, diberi makan, 
diberi pakaian, kalau sakit diberi obat, supaya tumbuh dewasa. 
Diperlakukan sebagai anaknya sendiri. Dan bila nanti orang tua 
angkatnya meninggal dunia, dia berhak atas warisan orang yang 
mengangkatnya.20 

3) Surojo Wigjodipuro yang dikutip oleh Mahjuddin.21 Bahwa Adopsi 
(mengangkat anak) adalah suatu perbuatan, pengambilan anak 
orang lain kedalam keluarga sendiri sedemikian rupa sehingga 
antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu 
timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada 
diantara orang tua dengan anak kandungnya. 

4) Mahmud Syaltut yang dikutip oleh Muderis Zaini.22 Bahwa Tabbani 
atau anak angkat ialah penyatuan seseorang terhadap anak yang 
diketahuinya bahwa ia sebagai  anak orang lain kedalam 
keluarganya untuk diperlakukan sebagai anak dalam segi 
kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam 
segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya 
sendiri. 

Dari beberapa pengertian yang telah diberikan oleh para ahli 
tersebut diatas, agaknya pendapat Mahmud Syaltut yang lebih sesuai 
dengan apa yang dimaksud dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam). 

                                                 
18 Mahjuddin, Masail Al-Fiqh ; Kasus – Kasus Aktual Dalam Hukum Islam, (Jakarta : Kalam 

Mulia), 96. 
19 Subchan bashori, Al-Faraidh,;  Hukum Waris, (Jakarta: Nusantara Publisher, 2009),  7.  
20Suci Wulansari, Pengangkatan anak, https://studihukum.wordpress.com. 

(padatanggal20 Maret 2018, pukul 10:44). 
21 Mahjuddin, Masail Al-Fiqh ; Kasus – Kasus Aktual Dalam Hukum Islam (Jakarta : Kalam 

Mulia), 96-97. 
22 Muderis Zaini, Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, (Jakarta :Sinar 

Grafika,1995),  6. 

https://studihukum.wordpress.com/
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Menurut KHI pasal 171, bahwa anak angkat adalah anak yang dalam 
hal pemeliharaan untuk kehidupan sehari – hari, biaya pendidikan 
dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada 
orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.23 

Dari pengertian pengangkatan anak maupun anak angkat yang 
telah dikemukakan tersebut diatas pada dasarnya adalah sama. Dari 
pendapat tersebut dapat diambil unsur kesamaan yang ada 
didalamnya, yaitu : 
1. Suami isteri yang tidak mempunyai anak tersebut mengambil 

anak orang lain yang bukan keturunanya sendiri. 
2. Memasukkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarganya, 

untuk dipelihara, dididik dan sebagainya. 
3. Memperlakukan anak yang bukan keturunan sendiri sebagai anak 

sendiri. 
 

3. Latar Belakang Dilakukannya Pengangkatan Anak 
Takdir Tuhan yang Maha Esa yang dapat menentukan lain dari 

keinginan manusia untuk memperoleh anak setelah bertahun – tahun  
menikah. Tapi tidak mempunyai anak, maka dalam keadaan yang 
demikian seseorang melakukan pengangkatan anak. 

Seseorang melakukan pengangkatan anak ada faktor yang 
melatarbelakangi hal tersebut. Disini akan diberikan beberapa alasan atau 
latar belakang dilakukannya pengangkatan anak oleh para ahli, yaitu 
sebagai berikut : 

 

a. Mahjuddin, dalam bukunya “Masail Al-Fiqh Kasus – Kasus Aktual dalam 
Hukum Islam”, bahwa ada beberapa motivasi yang melandasi 
pengangkatan anak di Indonesia, sehingga merupakan suatu 
kebutuhan hidup masyarakat. Motivasi tersebut, antara lain: 
1) Karena tidak mempunyai anak. 
2) Karena kasih sayang terhadap anak yang tidak memiliki orang tua, 

atau anak dari orang tua yang tidak mampu. 
3) Karena ia hanya mempunyai anak perempuan, sehingga 

mengangkat anak laki – lakiatau dengan sebaliknya. 
4) Untuk menambah jumlah keluarga, karena mungkin berkaitan 

dengan keperluan tenaga kerja dan sebagainya.24 

                                                 
23 Ekifla, Kompilasi Hukum Islam,54. 
24 Mahjuddin, Masail Al-Fiqh ; Kasus – Kasus Aktual Dalam Hukum Islam, (Jakarta : Kalam 

Mulia), 101. 
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b. Djaja S. meliala, dalam bukunya ”Pengangkatan Anak (Adopsi) 
diIndonesia” bahwa seseorang melakukan pengangkatan anak karena 
karena latar belakang sebagai berikut : 
1) Rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang 

tuanya tidak mampu memeliharanya atau alasan kemanusiaan.  
2) Tidak mempunyai anak dan keinginan mempunyai anak untuk 

menjaga dan memliharanya kelak kemudian di hari tua. 
3) Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak dirumah, maka 

akan dapat mempunyai anak sendiri. 
4) Untuk mendapatkan teman bagi anak yang sudah ada. 
5) Untuk menambah atau mendapatkan tenaga kerja.  
6) Untuk mempertahankan ikatan perkawinan atau kebahagiaan 

keluarga. 
 

c. B. Bastian Tafal, dalam bukunya “Pengangkatan Anak Menurut Hukum 
Adat Serta Akibat-akibat Hukumnya diKemudian Hari”, bahwa dijawa 
anak angkat biasanya diambil dari keponakannya sendiri baik laki – 
laki atau perempuan berdasarkan alasan – alasan: 
1) Untuk memperkuat pertalian keluarga dengan orang tua anak yang 

diangkat. 
2) Untuk menolong si anak karena belas kasihan. 
3) Adanya kepercayaan bahwa dengan mengangkat anak itu akan 

mendapat anak kandung sendiri. 
4) Untuk mendapatkan bujang dirumah, yang dapat membantu 

pekerjaan orang tua sehari-hari.25 
 

d. Muderis Zaini, inti dari motif pengangkatan anak yakni : 
1) Karena tidak mempunyai anak. 
2) Karena belas kasihan kepada anak tersebut disebabkan orang tua 

si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya. 
3) Karena belas kasihan. Disebabkan anak yang bersangkutan tidak 

mempunyai orang tua (yatim piatu). 
4) Karena hanya mempunyai anak laki – laki, maka diangkatlah 

seseorang anak perempuan atau sebaliknya. 
5) Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak untuk dapat 

mempunyai anak kandung. 
6) Untuk menambah tenaga dalam keluarga. 
7) Dengan maksud anak yang diangkat mendapatkan pendidikan 

yang layak. 

                                                 
25 Suci Wulansari, Pengangkatan anak,https://studihukum.wordpress.com. (pada tanggal 

20 Maret 2018, pukul 10:44). 

https://studihukum.wordpress.com/


 

P-ISSN : 2541 - 6774                         Jurnal Ummul Qura Vol XV, No. 1, Maret  2020     
E-ISSN : 2580 - 8109 

 
22 

 

8) Karena unsur kepercayaan. 
9) Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan regenerasi bagi 

yang tidak mempunyai anak kandung. 
10) Adanya hubungan keluarga, lagipula tidak mempunyai anak, 

maka diminta oleh orang tua kandung si anak kepada suatu 
keluarga tersebut, supaya anaknya dijadikan anak angkat. 

11) Diharapkan anak angkat dapat menolong di hari tua dan 
menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak. 

12) Ada juga karena merasa belas kasihan atas nasib seperti nasib si 
anak yang tidak terurus. 

13) Untuk mempererat hubungan kekeluargaan. 
14) Anak dahului sering penyakitan atau selalu meninggal, maka 

anak yang baru lahir diserahkan kepada keluarga atau orang lain 
untuk diadopsi, dengan harapan anak yang bersangkutan selalu 
sehat dan panjang umur.26 
 

e. Hilman Hadikusuma, pengangkatan anak dilakukan karena alasan – 
alsan sebagai berikut : 
1) Tidak mempunyai keturunan. 
2) Tidak ada penerus keturunan. 
3) Menurut adat perkawinan setempat. 
4) Hubungan baik dan tali persaudaraan. 
5) Rasa kekeluargaan dan peri kemanusiaan. 
6) kebutuhan tenaga kerja.27 

 

Dari pendapat – pendapat para ahli yang telah diuraikan diatas 
terlihat bahwa pada dasarnya latar belakang atau sebab – sebab 
seseorang melakukan pengangkatan anak adalah sama, yaitu yang paling 
utama adalah karena tidak mempunyai keturunan. Dengan demikian 
jelaslah bahwa lembaga adopsi (pengangkatan anak) merupakan sesuatu 
yang bernilai positif dan diperlukan dalam masyarakat. 

 

4. Syarat-syarat Pengangkatan Anak 
 

a. Syarat – Syarat  Pengangkatan Anak Menurut Hukum Barat. 
Dalam kitab Undang – udang hukum perdata (KUHPer) atau BW, 

tidak ditemukan suatu ketentuan yang mengatur mengenai sayarat – 
syarat pengangkatan anak, maka pemerintahHindia Belanda membuat 
suatu aturan tersendiri tentang pengangkatan anak dengan 
mengeluarkan Staats Blad tahun 1917 nomor : 129. 

                                                 
26 Muderis Zaini, Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, (Jakarta :Sinar Grafika, 

1995), 15. 
27 Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat,  (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1990), 79. 
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Mengenai syarat – syarat tentang pengangkatan anak diatur 
dalam staats blad nomor : 129 tahun 1917 pasal 8 disebutkan ada 4 
syarat, yaitu : 

 

1) Kata sepakat dari orang, atau orang – orang yang melakukannya. 
2) a) jika yang diangkat anak itu seorang anak yang sah, kata sepakat 

dari bapak dan ibunya, atau dalam hal lebih dulu telah 
meninggalnya seorang diantara mereka, kata sepakat dari bapak 
atau ibu yang hidup terlama, kecuali si ibu telah menceburkan diri 
dalam perkawinan yang baru; dalam hal terakhir, seperti pun 
apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia, kata sepakat 
dari walinya dan dari Balai Harta Peninggalan; 
b) jika yang diangkat itu adalah seorang anak luar kawin, kata 
sepakat dari kedua orang tuanya, sekiranya anak itu diakui kedua 
mereka, atau dalam hal lebih dulu telah meninggalnya seorang 
diantara mereka, kata sepakat dari yang hidup terlama, jika hanya 
salah seorang mereka yang mengakuinya, kata sepakat dari yang 
mengakui; jika sama sekali tiada yang mengakuinya, atau kedua 
orang tua yang mengakuinya telah meninggal dunia, kata sepakat 
dari walinya dan dari Balai Harta Peninggalan. 

3) Kata sepakat dari orang yang akan diangkat, jika ia telah mencapai 
umur lima belas tahun. 

4) Jika pengangkatan akan dilakukan oleh seorang perempuan Janda 
seperti termaksud dalam pasal 5 ayat ke tiga, kata sepakat dari 
saudara – saudara laki yang telah dewasa dan bapak mendiang 
suaminya, dan sekiranya mereka tidak ada, atau tidak diam di 
Indonesia, kata sepakat dari dua diantara keluarga sedarah laki – 
laki yang terdekat lainnya dari pihak bapak si suami yang telah 
meninggal dunia sampai dengan derajat ke empat, yang telah 
dewasa dan diam di Indonesia.28 
 

b. Syarat – Syarat Pengangkatan Anak Menurut Undang – undang No. 
23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 

Adapun syarat – syarat mengenai pengangkatan anak yang diatur 
dalam pasal 39 yang berbunyi :  
1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan 

yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan 
setempat dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang 
berlaku. 

                                                 
28 R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta : PT 

Pradnya Paramita, 2004), 507. 
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2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak 
memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan 
orang tua kandungnya. 

3) Calon orang tuo angkat harus seagama dengan agama yang dianut 
oleh calon anak angkat. 

4) Pengangkatan anak oleh warga Negara Asing hanya dapat 
dilakukan sebagai upaya terakhir. 

5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak 
disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.29 
 

c. Syarat – Syarat Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat 
Dalam prosedur pengangkatan anak menurut hukum adat banyak 

cara dapat dilakukan untuk pengangkatan anak terutama di Indonesia 
yang mempunyai ragam pengangkatan anak. 

Secara umum pengangkatan  anak dapat dibedakan menjadi dua : 
1. Pengangkatan anak secara tunai atau terang. 

Pengertian tunai adalah seperti umumnya perbedaan hukum 
dalam susunan hukum adat, maka perpindahan anak dari 
lingkungan keluarga orang tua kandungnya serentak pula diikuti 
dengan berbagai tindakan – tindakan simbolis atau penyerahan 
barang – barang  yang mempunyai tujuan magis religuis. 

2. Pengengkatan anak secara tidak terang atau tidak tunai. 
Pengertian tidak terang adalah bahwa pengangkatan anak itu 

dilakukan dengan tidak terikat pada suatu upacara tertentu, 
disamping itu mengenai kesaksiandan campur tangan dari 
pemuka – pemukaadat atau pejabat setempat dimana 
pengangkatan anak itu dilakukan. 

Dan pengertian tidak tunai adalah pengangkatan anak ini 
tidak merupakan keharusan untuk melakukan berbagai tindakan 
simbolis atau penyerahan barang – barang yang mempunyai 
maksud dan tujuan magis religious.30 

 

d. Syarat – Syarat  pengangkatan anak menurut hukum Islam 

Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat 
dibenarkan apabila memenuhi ketentuan – ketentun sebagai berikut : 
1) Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat 

dengan dengan orang tua biologis dan keluarga. 
2) Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua 

angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua 

                                                 
29 Undang – undang  Perlindungan Anak, (Permata Press, 2013), 17-18. 
30 Suci Wulansari, Pengangkatan Anak,  https://studihukum.wordpress.com. (pada 

tanggal20 Maret 2018, pukul 10:44). 

https://studihukum.wordpress.com/
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kandungnya, demikian juga orang tua ngkat tidak berkedudukan 
sebagai pewaris dari anak angkatnya. 

3) Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua 
angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda 
pengenal atau alamat. 

4) Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam 
perkawinan terhadap anak angkatnya.31 

Dari ketentuan tersebut diatas dapat diketahui bahwa prinsip 
pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan 
anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau 
menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya. 

 
5. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Angkat 

Suatu perbuatan hukum akan selalu menimbukan akibat hukum 
pula dari perbuatan itu. Dalam perbuatan hukum pengangkatan anak, 
mempunyai konsekuwensi terhadap harta benda, keluarga yang 
dilakukan dengan tanpa suatu bukti tertulis bahwa telah benar – benar 
dilakukan suatu perbuatan hukum. Hal ini akan menimbulkan 
permasalahan terutama mengenai beban pembuktian di hari kemudian 
apabila terjadi suatu sengketa. 

Akibat hukum dari pengangkatan anak dapat dibagi menjadi 2 
macam, yakni : 
a. Akibat hukum terhadap anak angkat 

Anak angkat mempunyai hak dalam hal pewarisan harta 
kekayaan orang tua angkatnya. Perihal pewarisan terhadap anak 
angkat dari orang tua angkatnya dapat dibedakan sebagai berikut : 
1) Anak yang diangkat masih mempunyai hubungan keluarga dengan 

orang tua yang mengangkatnya, maka hak waris dengan dua 
kemungkinan : 
a) Bagi pengangkatan anak yang sama sekali tidak mempunyai 

keturunan selain anak yang diangkat, maka hak yang mewaris 
sejajar bagaimana hak mewaris anak kandungnya sendiri. 
Semua harta kekayaan orang tua angkatnya jatuh pada anak 
angkatnya sepanjang harta itu gono-gini. 

b) Bagi sebuah hubungan yang telah mempunyai anak namun 
masih mengangkat anak, maka hak pewaris anak angkat 
menjadi berkurang dua hal ini biasanya dilakukan dengan 
musyawarah keluarga tersebut. 

                                                 
31 Muderis Zaini, Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, (Jakarta :Sinar Grafika, 

1995),  54. 
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c) Bagi seorang anak yang diangkat oleh sebuah keluarga dengan 
tidak ada hubungan kekeluargaan, maka mempunyai 
kedudukan yang lebih berarti atas hak yang ada pada anak 
angkat tersebut. 
 

2) Akibat hukum terhadap orang tua angkat 
Sebagaimana halnya dalam pengangkatan anak, hak dan 

kewajiban orang tua angkat dengan anak yang diangkat harus pula 
seimbang sehingga keharmonisan dan keadilan hukum dapat 
tercipta.Hak dari orang angkat adalah sebagaimana maksud ketika 
ia melakukan pengangkatan anak sesuai dengan latar belakang dan 
tujuan dari pengangkatan anak itu. 

Dalam hal kewajiban orang tua angkat sebagaimana 
diuraikan sebelumnya adalah memlihara, mendidik, mengasuh dan 
membesarkannya dengan baik serta memenuhi segala 
kebutuhannya layaknya anak kandung sendiri.32 

Islam menetapkan bahwa antara orang tua angkat dengan 
anak angkatnya, tidak terdapat hubungan nasab, kecuali hanya 
hubungan kasih sayang dan hubungan tanggung jawab sebagai 
sesama manusia. Antara keduanya hanya bisa berhubungan tali 
perkawinan; misalnya Nabi Yusuf bisa mengawini ibu angkatnya 
(Zulaehah), bekas isteri Raja Abul Aziz (Bapak angkat Nabi Yusuf). 
Begitu juga halnya Rasulullah SAW. Diperintahkan oleh Allah SWT 
mengawini bekas istri Zaid sebagai anak angkatnya. Berarti antara 
Rasulullah SAW dengan Zaid, tidak ada hubungan nasab, kecuali 
hanya hubungan kasih sayang sebagai bapak angkat dan anak 
angkatnya.33 

 
TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG HARTA WARISAN 

 

1. Pengertian Pewarisan Menurut Hukum Islam 
Harta warisan menurut hukum Islam ialah segala sesuatu yang 

ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli 
warisnya. Dalam pengertian ini dapat dibedakan antara harta warisan 
dan harta peninggalan. Harta peninggalan adalah semua yang 
ditinggalkan oleh si mayit atau dalam arti apa – apa yang ada pada 
seseorang saat kematiannya, sedangkan harta warisan adalah harta 

                                                 
32 Suci Wulansari, Pengangkatan anak,https://studihukum.wordpress.com. (pada tanggal 

20 Maret 2018, pukul 10:44). 
33 Mahjuddin, Masail Al-Fiqh ; Kasus – Kasus Aktual Dalam Hukum Islam, (Jakarta : Kalam 

Mulia), 101-102. 

https://studihukum.wordpress.com/
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peninggalan yang secara hukum syara‟berhak diterima oleh ahli 
warisnya. 

Dengan melihat kepada kata – kata yang digunakan Allah untuk 
harta warisan yaitu “apa – apa yang ditinggalkan”, yang dalam pandangan 
ahli ushul fikih berarti umum, maka dapat dikatakan bahwa harta 
warisan itu terdiri dari beberapa macam. Bentuk yang lazim adalah harta 
yang berwujud benda, baik benda bergerak, maupun benda tidak 
bergerak.34 

Adapun mengenai pengertian tentang hukum waris Islam ada 
beberapa pendapat antara lain : 
a. Menurut Subchan Bashori dalam bukunya Al-faraidh Hukum Waris, 

bahwa Al – Faraidh atau hukum waris didefinisikan sebagai hukum 
yang mengatur pembagian harta waris, yang berdasarkan ketentuan 
Allah dan Rasulnya. Karena langsung bersumber dari Allah SWT yang 
menciptakan manusia dan Maha Tahu kebutuhan manusia, maka 
hakikatnya tidak ada lagi alasan bagi manusia khususnya kaum 
Muslimin, untuk menentangnya ataupun mengubahnya dari apa yang 
telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasulnya tentang pembagian 
harta waris tersebut.35. 

b. Menurut Hilman Hadikusuma dalam bukunya Hukum Waris Adat, 
bahwa warisan ialah harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat. 
Baik harta itu telah dibagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi – 
bagi. Istilah ini dipakai untuk membedakan dengan harta yang 
didapat seseorang bukan dari peninggalan pewaris tetapi didapat 
sebagai hasil usaha pencaharian sendiri didalam ikatan perkawinan. 
Jadi warisan atau harta warisan adalah harta kekayaan seseorang yang 
telah wafat.36 

c. Menurut Kompilasi Hukum Islam atau KHI pasal 171 bahwa hukum 
kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak 
pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa – 
siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing – 
masing.37 

Dari ketiga pendapat tersebut dapatlah dipahami bahwa hukum 
waris Islam adalah hukum yang mengatur cara pengalihan, perpindahan, 
penerusan dan pengoperan harta kekayaan seseorang kepada 
keturunannya atau generasi berikutnya, tentang siapa yang menjadi ahli 

                                                 
34 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta, Prenada Media Grup, Jakarta, 

2012), 208-210. 
35 Subchan bashori, Al-Faraidh, ; Hukum Waris, (Jakarta: Nusantara Publisher, 2009), 1-2. 
36 Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat , (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003), 11. 
37 Ekifla, Kompilasi Hukum Islam, 53. 
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waris dan berapa bagiannya.Proses peralihannya itu sendiri, sendiri, 
sesungguhnya sudah dapat dimulai pada saat pemilik harta kekayaan itu 
masih hidup serta proses itu selanjutnya berjalan terus hingga 
keturunanya mempunyai keluarga – keluarga baru yang berdiri sendiri – 
sendiri yang kelak pada waktunya mendapat giliran jaga untuk 
meneruskan proses tersebut kepada generasi berikutnya.Namun 
demikian yang terjadi pada masyarakat kita proses peralihan tersebut 
seringkali dilakukan pada waktu orang memiliki harta kekayaan itu 
meninggal dunia. 

Didalam hukum pewarisan Islam berdasarkan KHI pasal 171 
mempunyai tiga unsur pokok yaitu : 
1. Pewaris adalah seorang yang pada saat meninggalnya atau yang 

dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan Agama Islam, 
Meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. 

2. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai 
hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, 
beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi 
ahli waris. 

3. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta 
bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit 
sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang 
dan pemberian untuk kerabat.38 

Dengan demikian bahwa seseorang yang bisa menjadi ahli waris 
menurut KHI harus memenuhi kriteria antara lain : 
1. Harus mempunyai hubungan darah / perkawinan dengan pewaris. 
2. Harus beragama Islam. 
3. Tidak terhalang menjadi ahli waris. 

Adapun seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan 
putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, 
dihukum karena: 
1. Dipersalahakan telah membunuh atau mencoba membunuh atau 

menganiaya berat para pewaris. 
2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa 

pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan 
hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.39 

Hukum waris menduduki tempat yang amat penting dalam hukum 
Islam. Hal ini dapat dimengerti, sebab masalah warisan pasti dialami 
oleh setiap orang. Kecuali itu ketentuan – ketentuan pasti, amat mudah 

                                                 
38 Ekifla, Kompilasi Hukum Islam, 53. 
39 Ibid,.54. 
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menimbulkan sengketa diantara ahli waris. Setiap terjadi peristiwa 
kematian seseorang segera timbul pertanyaan bagaimana harta 
peninggalannya harus diperlakukan dan kepada siapa saja harta itu 
dipindahkan serta bagaimana caranya, inilah yang diatur dalam hukum 
waris Islam. 

 

2. Rukun – Rukun Kewarisan 
Kata rukun dalam bahasa Arab ruknunmemiliki bentuk jamak arkan 

yang berarti sisi yang paling kuat dari sesuatu. Adapun yang dimaksud 
rukun waris adalah sesuatu yang menjadi sendi paling kuat adanya hak 
waris. Ulama sepakat bahwa rukun terjadinya suatu kewarisan sebagai 
berikut : 
a. Pewaris (orang yang mewariskan harta), yaitu orang yang telah 

meninggal dunia, baik secara hakiki (dapat dibuktikan dan disaksikan 
secara faktual), secara hukmi(karena putusan atau pertimbangan yang 
ditetapkan hakim), maupun taqdiri (atas persangkaan yang dianggap 
pasti). 

b. Ahli waris (mereka yang berhak menerima harta warisan dari orang 
yang telah meninggal dunia), yaitu orang yang memiliki hubungan 
pertalian darah atau kekerabatan, hubungan pernikahan, hubungan 
perwalian, dan persamaan agama (hubungan Islam). 

c. Warisan (sesuatu yang diwariskan), yaitu harta peninggalan setelah 
dikurangi biaya perawatan (apabila sakit atau mati), utang, zakat harta 
dan hibah atau wasiat (tidak melebihi sepertiga hartanya).40 
 

3. Syarat – Syarat Kewarisan  
 

Adapun syarat – syarat kewarisan yaitu agar ahli waris berhak 
menerima warisan, ada tiga unsur : 
A. Matinya Muwarrist (orang yang mewariskan) 

Sebagai akibat kematian muwaris ialah bahwa warisannya 
beralih dengan sendirinya kepada ahli warisnya dengan persyaratan 
tertentu. Kematian muwaris ada ada tiga macam, yaitu : 
a. Mati haqiqi (sejati) 

Mati haqiqi adalah kematian (muwaris) yang telah diyakini tanpa 
membutuhkan keputusan hakim. Misalnya kematian tersebut 
disaksikan oleh orang banyak dengan panca indra, atau kematian 
yang bisa dibuktikan dengan alat bukti. 

b. Mati hukmy (yuridis) 

                                                 
40 A. Kadir, Memahami Ilmu Faraidh ; Tanya Jawab Hukum Waris Islam, (Jakarta : Amzah, 

2016), 11.. 
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Mati hukmi adalah kematian (muwaris) atas dasar keputusan 
hakim. Secara yuridis dia sudah mati meskipun mungkin saja dia 
sebenarnya masih hidup. Misalnya terhadap orang Mafqud, yaitu 
yang hilang tanpa diketahui dimana berada dan bagaimana 
keadaannya. Setelah ditunggu beberapa waktu tertentu, dengan 
pertimbangan – prtimbangan tertentu, hakim boleh memutuskan 
bahwa orang tersebut telah meninggal dunia. Juga terhadap orang 
Murtad yang menggabungan diri dengan musuh, setelah tiga hari 
dia tidak bertaubat, maka hakim boleh memutuskan bahwa dia 
telah meninggal dunia. Kematian tersebut berlaku sejak tanggal 
ketetapan hakim. 

c. Mati taqdiry (menurut dugaan) 
Mati taqdiri adalah kematian yang hanya berdasarkan dugaan 
keras. Misalnya seorang ibu yang sedang hamil dipukul perutnya 
atau dipaksa minum racun. Ketika bayinya lahir dalam keadaan 
mati, maka menurut dugaan keras kematian itu diakibatkan oleh 
pemukulan terhadap ibunya. 
 

B. Hidupnya Mawarrist (Ahli Waris) di Saat Kematian Muwaris 
a. Ahli waris yang akan menerima harta warisan disyaratkan ia harus 

benar – benar hidup pada saat muwarisnya meninggal dunia. 
Persyaratan ini penting, artinya terutama pada ahli waris yang 
Mafqud (hilang tidak diketahui beritanya) dan anak yang masih 
dalam kandungan ibunya. 

b. Orang yang mafqud tidak diketahui dengan pasti apakah dia masih 
hidup atau sudah mati, kiranya perlu adanya ketetapan dari hakim. 

c. Tidak Adanya Penghalang – Penghalang Mewaris 
d. Ahli waris yang akan menerima warisan harus diteliti dulu apakah 

dia ada yang menggugurkan haknya yang berupa salah satu dari 
perbudakan, pembunuhan, kelainan agama, perbedaan agama.41 

 
4. Sebab – Sebab  Terjadinya Warisan 

Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang bisa menjadi 
ahli waris sekaligus mendapatkan bagian harta warisan : 
a. Pertalian Darah atau Kekerabatan 

Seseorang bisa menjadi ahli waris (mendapat harta warisan) 
karena adanya pertalian darah atau kekerabatan dengan orang yang 
meninggal dunia (pewaris). Misalnya, anak keturunan, kedua orang 
tua, dan orang – orang yang memiliki pertalian nasab dengan mereka. 
Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 7 : 

                                                 
41 Muslich Maruzi,Pokok-pokok Ilmu Waris, (Semarang : Mujahidin, 1981),  12-13. 
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جَالِ  ا وَصِيْب   نِهرِّ مَّ ا وَصِيْب   وَنِىسَِّاءِ  لْرَبىُْنَ وَالاَ  انْىَانِذنَِ  ترََكَ  مِّ مَّ  وَالاَ  انْىَانِذاَنِ  ترََكَ  مِّ

ا لْرَبىُْنَ  فْرُوْضَا وَصِيْبًا اوَْكَثرَُ  مِىْهُ  لَمَّ  مِمَّ  .مَّ

 

 “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa 
dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta 
peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak 
menurut bahagian yang telah ditetapkan”.42 

 

b. Perwalian 
 Perwalian kerap kali disebut wala‟ul itqi atau wala‟un ni‟mah. 

Maksudnya, siapa yang membebaskan seorang budak dengan cara 
apa pun, maka ia menjadi „ashib (keluarga dari pihak ayah). Apabila ia 
(orang yang memerdekakan itu) meninggal dunia dan tidak 
meninggalkan seorang „ashib dari nasabnya, maka budak yang 
dibebaskan tadi menjadi „ashibnya. Nabi Muhammad Saw bersabda: 

 

ُ  صَهَّى انىَّبيَِّى عَهْ  عُمَرَ  ابْهِ  عَهْ  .أعَْتكََ  نِمَهْ  انْىَلاءَُ  إوَِّمَا لاَلَ , وَسَهَّمَ  عَهيَْهِ  اللَّ  
 

 “Sesungguhnya hak perwalian (wala‟) itu hanya bagi orang yang 
memerdekakan”(Hr. Bukhori).43 

 
c. Hubungan Pernikahan  

Hubungan perkawinan, yaitu suami atau istri, meskipun belum 
pernah berkumpul atau telah bercerai, tetapi masih dalam masa 
“Iddah talak Raj’i. 

 
d. Jihatul Islam 

Tujuan Islam (Jihatul Islam), yaitu baitul mal (perbendaharaan 
Negara) yang menampung harta warisan orang yang tidak 
meninggalkan ahli waris sama sekali dengan sebab tersebut diatas.44 

 

5. Macam – Macam Penghalang Warisan 
Adapun yang menjadi penghalang bagi seseorang untuk 

mendapatkan hak waris (mawani‟ul irts) sebagai berikut: 
a. Berbeda Agama 

Perbedaan agama artinya antara pewaris dengan ahli waris 
menganut agama dan kepercayaan yang berlainan. Mungkin sang 

                                                 
42Depag, Al-Quran dan Terjemahnya,  (Bandung : Pondok Yatim Al-Hilal, 2010), 71. 
43Imam Al-Khafidz Ibnu Hajar Al-Asqolani, Bulughul Marom, (Surabaya : Nurul 

Hidayah, 200), 296. 
44 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam. (Yogyakarta : UII Press, 1995), 15. 
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pewaris seorang muslim (muslimah) yang taat agama, tetapi ahli 
warsinya seorang yang tidak beragama (ateis). Atau bisa jadi ahli 
waris seorang muslim sejati, namun pewarisnya seorang yang telah 
murtad. Perbedaan keyakinan agama dan kepercayaan yang dianut 
seseorang, menjadi suatu penghalang bagi mereka untuk saling 
mewarisi. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW : 

 

.فِرُانْمُسْهِمَ  انْكَا وَلاَ  انْكَافِرَ  انْمُسْهِمُ  يَرِثُ  لاَ  لَالَ , انىَّبِيَّ  نَّ اَ  زَيْذ   بْهِ  أسََامَتَ  عَهْ   
 
 “Orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir 
tidak berhak mewarisi orang muslim”. (HR.Bukhori).45 
 

b. Pembunuhan  
Para ulama sepakat bahwa tindakan pembunuhan yang dilakukan 

oleh ahli waris terhadap pewarisnya, pada prinsipnya menjaga 
penghalang baginya untuk mewarisi harta warisan pewaris yang 
dibunuhnya. 

 

c. Perbudakan  
Menjadi budak orang lain, budak tidak berhak memiliki sesuatu. 

Oleh karenanya tidak berhak waris (praktis penghalang ini tidak perlu 
mendapat perhatian karena perbudakan sudah lama hilang).46 

 

d. Perzinaan atau Li‟an 
Anak di luar nikah yang sah tidak mewarisi ayahnya, tetapi hanya 

mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga 
dari pihak ibu. Begitu juga apabila seorang suami mengingkari anak 
yang dikandung isterinya dengan mengucapkan li‟an, maka nasab 
anak itu tidak mengikuti nasabnya. Diriwayatkan dari Ibnu Umar:47 

 
ُ  رَضِيَ  عُمَرَ  ابْهِ  عَهْ  ُ  صَهَّى انىَّبيَِّ  زَمَهِ  فيِ امْرَأتَهَُ  لاعََهْ  رَجُلَ  أنََّ  عَىْهُمَا اللَّ  وَسَهَّمَ  عَهيَْهِ  اللَّ

قَ  وَنذَِهَا مِهْ  وَاوْتفَىَ .باِنْمَرْأةَِ  انْىَنذََ  وَانْحَكَ  بيَْىهَُمَا وَسَهَّمَ  عَهيَْهِ  اّللُ  رَسُىْلُ  ففََرَّ  

 

 “bahwa seorang laki – laki menuduh isterinya berbuat zina dan 
tidak mau mengakui anaknya, maka Rasulullah SAW memisahkan 
antara keduanya (suami isteri), dan menghubungkan hak (waris-

                                                 
45 Maftuh Amnan. Mutiara Hadits ; Jawahirul Bukhari,  (Gresik, CV. Bintang  Pelajar), 292. 
46Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam. (Yogyakarta : UII Press, 1995), 16-17. 
47A. Kadir, Memahami Ilmu Faraidh : Tanya Jawab Hukum Waris Islam, (Jakarta : Amzah, 

2016), 14-18 
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mewarisi) anak itu kepada ibunya (bukan kepada ayahnya)”.(HR. 
Bukhori)48 
 

KESIMPULAN 
  

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana 
telah diuraikan, maka dapat ditarik suatu simpulan,yakni sebagai berikut : 
1. Kedudukan anak angkat menurut Hukum Islam adalah tetap sebagai 

anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak 
memutuskan hubungan nasab / darah dengan orang tua 
kandungnya,dikarenakan prinsip pengangkatan anak menurut Hukum 
Islam adalah merupakan manifestasi keimanan yang membawa misi 
kemanusiaan  

2. Dalam Islam anak angkat itu tidak bisa waris ataupun mewarisi, maka  
pembagian harta waris bagi anak angkat yaitu melalui Kompilasi Hukum 
Islam dengan jalan wasiat wajibahdengan syarat tidak boleh melebihi 1/3 
(sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya. 

3. Penyelesaian kasus permohonan penetapan pengesahan anak angkat 
harus sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. yakni : 
a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang 

tua kandung. 
b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua 

angkat,melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya. 
c. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali nikah 

dalamperkawinan terhadap anak angkatnya. 
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